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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara
pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara
cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan XXXXX,
Kota Singkawang, sebagai Penggugat.

melawan

TERGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan
Pelabuhan, tempat kediaman di Jalan XXXXX, Kota Pontianak
sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh wilayah
Negara Republik Indonesia, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.
Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Oktober 2020
telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Singkawang dengan Nomor 261/Pdt.G/2020/PA.Skw tanggal 19
Oktober 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:
1. Bahwa, pada tanggal 25 Juni 2005 Penggugat dan Tergugat telah
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Tujuh Belas, Kota Singkawang,
sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, tanggal 27 Juni 2005;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat

tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 (satu) minggu, kemudian
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berpindah-pindah tempat tinggal, terakhir tinggal di rumah milik bersama di
Kota Pontianak;

3. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat
telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah
dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama ANAK 1, lahir tanggal 26 Mei
2006 dan ANAK 2, lahir tanggal 10 Oktober 2015, sekarang anak tersebut
berada dalam asuhan Penggugat;

4, Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat harmonis namun sejak tahun 2006 rumah tangga Penggugat dan
Tergugat dirasakan sudah tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan
pertengkaran;

5. Bahwa, adapun sebab-sebab terjadinya perselisihan dan
pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah dikarenakan:

a. Tergugat jarangmemberi nafkah bathin kepada Penggugat;
b. Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;
C. Sikap tempramen Tergugat yang berlebihan dimana

masalah kecil selalu dibesar-besarkan;

d. Sikap Egois Tergugat yang berlebihan dimana semua

keinginan Tergugat harus selalu dituruti;
6. Bahwa, jika terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat selalu
mencaci maki dan menghina Penggugat dengan kata-kata yang sangat
menyakiti hati Penggugat;
7. Bahwa, Penggugat sudah berusaha bersabar dan menasehati
Tergugat untuk merubah sikap buruknya namun jika dinasehati Tergugat
selalu marah, hal ini membuat batin Tergugat sangat tertekan dengan sikap
Tergugat tersebut;
8. Bahwa, pertengkaran terakhir terjadi pada akhir tahun 2015 tanpa
sebab yang jelas Tergugat marah-marah kepada Penggugat;
9. Bahwa, setelah pertengkaran tersebut tanpa seizin Penggugat,
Tergugat pergi meninggalkan rumah milik bersama dan hingga gugatan ini
diajukan sudah kurang lebih 5 (lima) tahun, Tergugat tidak pernah pulang,

tidak memberi kabar, dan tidak diketahui alamatnya;
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10. Bahwa, selama meninggalkan Penggugat dan anak Tergugat tidak
pernah mengirimkan nafkah dan tidak ada barang/benda yang ditinggalkan
untuk jaminan nafkah Penggugat dan anak dan saat ini Penggugat tinggal di
rumah saudara Penggugat ( SAUDARA PENGGUGAT) pada alamat
tersebut di atas;
11. Bahwa, selama kepergian Tergugat tersebut Penggugat sudah
berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan bertanya kepada teman-
teman Penggugat dan Tergugat namun mereka juga tidak mengetahuinya;
12. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat
sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga
bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;
13. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul
akibat perkara ini;
Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada
Ketua Pengadilan Agama Singkawang Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan
mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (TERGUGAT )
terhadap Penggugat (PENGGUGAT );

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum

yang berlaku;
Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat
telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak
datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai
wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun berdasarkan
relaas panggilan tanggal 27 Oktober 2020 dan tanggal 20 November 2020
Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak
datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha
mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak
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bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya
untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan
patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan
oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX,
atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dicatat dan dikeluarkan oleh
Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tujuh Belas,
Kota Singkawang, tanggal 27 Juni 2005. Alat bukti surat tersebut telah di-
nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah
diparaf dan diberi kode (P).

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-
saksi yaitu :

I. SAKSI 1, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan

Petani, tempat tinggal di Dusun XXXXX, Kabupaten Bengkayang, di

hadapan persidangan saksi mengaku sebagai abang kandung Penggugat

dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya
sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang
tua Penggugat kemudian pindah ke kediaman bersama di Pontianak.

- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua)
orang anak.

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis
karena Tergugat meninggalkan Penggugat sejak sekitar tahun 2015
hingga sekarang tidak pernah pulang, tidak memberi kabar dan tidak
diketahui keberadaannya.

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Tergugat pergi meninggalkan
Penggugat.
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- Bahwa Tergugat tidak pernah dicari karena Tergugat tidak mempunyai
keluarga di Indonesia.

- Bahwa selama ditinggal tersebut Penggugat tidak pernah dikirimi nafkah
oleh Tergugat dan Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta benda
sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat.

- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil.

Il. SAKSI 2, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan

Petani, tempat tinggal di Jalan XXXXX, Kecamatan Singkawang, di

hadapan persidangan saksi mengaku sebagai adik kandung Penggugat

dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya
sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang
tua Penggugat kemudian pindah ke rumah milik bersama di Pontianak.

- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua)
orang anak.

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak
harmonis karena mereka sudah pisah rumah sejak sekitar 5 (lima) tahun
yang lalu. Tergugat tanpa seizin Penggugat pergi meninggalkan
kediaman bersama dan hingga sekarang tidak pernah pulang, tidak
memberi kabar dan tidak diketahui keberadaannya.

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Tergugat pergi meninggalkan
Penggugat dan saksi juga tidak tahu apakah terjadi pertengkaran
diantara mereka.

- Bahwa Tergugat tidak pernah dicari karena Tergugat tidak mempunyai
keluarga di Indonesia.

- Bahwa selama meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah
mengirim nafkah dan tidak pula meninggalkan harta benda sebagai
pengganti nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya.

- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil.
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Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak mengajukan
sesuatu tanggapan apapun lagi dan tetap pada gugatannya ingin bercerai
dengan Tergugat, serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat
dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan
Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan
Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak pula
menyuruh orang lain sebagai wakil’lkuasanya yang sah untuk datang
menghadap, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,
sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang
sah.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah
berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar kembali
rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana ketentuan
Pasal 154 ayat 1 R.Bg jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam
Tahun 1991, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka
sidang, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tidak
dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihatan tidak berhasil, maka
pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan
Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80
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ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 20089.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai
gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu Majelis
Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat
sebagai dasar Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian.

Menimbang, bahwa Penggugat adalah istri Tergugat dari perkawinan yang
telah dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Tujuh Belas, Kota Singkawang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor
XXXXX tanggal 27 Juni 2005, oleh karena itu Penggugat memiliki legal
standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam
Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 73 Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan
kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut,
akan tetapi tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak pula
menyuruh orang lain sebagai wakil/lkuasanya yang sah, sedangkan tidak
ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah
serta gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka
Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa
secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat
dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatan Penggugat, Penggugat
menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa
kehidupan rumah tangganya sejak tahun 2006 telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang sifatnya terus-menerus, disebabkan Tergugat Tergugat
jarangmemberi nafkah bathin kepada Penggugat, Tergugat sering marah-marah
tanpa alasan yang jelas, Sikap tempramen Tergugat yang berlebihan dimana
masalah kecil selalu dibesar-besarkan, dan Sikap Egois Tergugat yang
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berlebihan dimana semua keinginan Tergugat harus selalu dituruti. Selain itu,
berawal dari pertengkaran tersebut akhirnya pada akhir tahun 2015 Tergugat
pergi meninggalkan rumah milik bersama, dan sudah 5 (lima) tahun Tergugat
tidak pernah pulang, tidak memberi kabar dan tidak diketahui alamatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu
putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang
berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani
Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat
telah mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan
di bawah ini.

Menimbang, bahwa bukti P., yang merupakan akta otentik dan telah
bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan
mengenai bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 27 Juni
2005 telah terikat sebagai suami istri sah yang perkawinannya telah dicatat oleh
Kantor Urusan Agama Kecamatan Tujuh Belas, Kota Singkawang, sehingga
bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan
pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa saksi | dan saksi Il Penggugat, sudah dewasa dan
sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam
Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg..

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat yang menyatakan
bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah pisah rumah selama 5 (lima)
tahun dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah mengunjungi
Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan saat ini
Tergugat tidak diketahui keberadaannya adalah fakta yang dilihat
sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus
dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah
memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.,
sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat

diterima sebagai alat bukti;
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Menimbang, bahwa keterangan saksi | dan saksi Il Penggugat
bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu
keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309
R.Bg..

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan dikuatkan
bukti P., serta keterangan saksi | dan saksi Il terbukti fakta kejadian sebagai
berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam
perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 5 (lima) tahun
hingga sekarang, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah mengunjungi

Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta mengenai kondisi rumah
tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, dimana Penggugat dengan Tergugat
telah pisah rumah selama 5 (lima) tahun, kemudian melihat fakta enggannya
Tergugat hadir di persidangan, hal ini sebagai bentuk ketidakinginan Tergugat
untuk menyelesaikan dan atau mempertahankan rumah tangganya secara baik-
baik, sehingga berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai antara
Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup

rukun dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan salah satu pihak meninggalkan
pihak lain lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain telah
terpenuhi, maka alasan-alasan selainnya tidak dipertimbangkan dan patut
dikesampingkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi maksud
Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo
Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116
huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga Majelis Hakim
berpendapat alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat dinyatakan
telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang
pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk
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keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa; Demikian pula dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tercantum
perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang
sakinah, mawaddah dan rahmabh;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah beralasan
hukum, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan
talak satu ba'’in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50
tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT)
terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

4, Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp 415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang
dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 Masehi bertepatan
dengan tanggal 12 Rajab 1442 Hijriyah oleh Ahmad Affendi, S.Ag, sebagai
Ketua Majelis, Nashihul Hakim, S.H.I., dan Dara Eka Vhonna, S.Sy., masing-
masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan
didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zainol Hadi, S.H., sebagai
Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.
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Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Nashihul Hakim, S.H.I. Ahmad Affendi, S.Ag

Dara Eka Vhonna, S.Sy.
Panitera Pengganti

Zainol Hadi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Alat Tulis Kantor : Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan . Rp. 270.000,00
4. PNBP Panggilan . Rp. 20.000,00
5. Meterai : Rp. 10.000,00
6. Biaya redaksi : Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 415.000,00
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